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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian peralihan hak kepemilikan tanah 

yang diperjual belikan secara kapling di Kabupaten Sumbawa, maka 

peneliti dapat menyimpulkan : 

1) Proses Peralihan Hak Kepemilikan Tanah yang diperjual belikan secara 

Kapling di Kantor Pertanahan di Kabupaten 

Dalam Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah Pasal 5 menyebutkan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh 

Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran Peralihan hak atas tanah kapling 

diselenggarakan di Badan Pertanahan Nasional (BPN Kabupaten 

Sumbawa) Sedangkan proses jual beli tanah kapling itu sendiri 

dilangsungkan dihadapan PPAT untuk mendapatkan akta otentik. dan 

proses peralihan hak kepemilkan tanah kapling yang diperjual belikan 

yaitu meliputi menggunakan Jasa PPAT, Pemeriksaan sertifikat ke BPN, 

Menyerahkan bukti pembayaran SPPT PBB, Menyerahkan dokumen 

penjual dan pembeli, Penandatanganan akta jual beli. 

2) Kepastian hukum terhadap tanah kapling yang di perjual belikan di 

Kabupaten Sumbawa 

Para  pihak yang melangsungkan transaksi jual beli, dihadapan 

Notaris / PPAT jelas adanya kepastian hukum terhadap tanah kapling 

yang diperjual belikan. Dan mendapat perlindungan hukum jika terjadi 
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suatu permasalahan/sengketa dikemudian hari. Namun jika para pihak 

melakukan jual beli tanah kapling dibawah tangan maka kurangnya 

saksi dalam proses transaksi jual beli tanah kapling tersebut karena 

tidak melalui hadapan Notaris/PPAT. 

B. Saran 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa sebaiknya menyediakan 

informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat tentang proses peralihan 

hak kepemilikan tanah. Serta perlunya meningkatkan pelayanan 

pendaftaran hak atas tanah terhadap Masyarakat. dan Bapenda Kabupaten 

Sumbawa juga sebaiknya menyediakan informasi secara terbuka kepada 

seluruh Masyarakat terkait kebijakan dan prosedur perpajakan. 

2. Notaris Perlunya memastikan bahwa tanah yang akan diperjual belikan 

secara kapling tersebut jelas adanya kepastian hukum atau keabsahan 

terhadap tanah yang diperjual belikan, agar tidak ada pihak yang dirugikan 

dikemudian hari jika terjadi suatu permasalahan/sengketa terhadap tanah 

tersebut 

3. Masyarakat yang ingin melangsungkan proses transaksi jual beli tanah 

kapling seharusnya dihadapan notaris / PPAT agar menjadi bukti yang kuat 

atau saksi dalam proses jual beli tanah kapling tersebut jika terjadi suatu 

permasalahan/sengketa terhadap tanah kapling yang diperjual belikan 
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